BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam telah mengalami perkembangan secara
berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun
suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Bahkan
dibalik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi
dalam proses pengambilan keputusan politik. Cara pandang dan interpretasi
yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap
hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya.

Dalam wacana figh siyasah, kata imamah (imamah) biasanya
diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian
kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Agar kepemimpinan Islam
(imamah atau khilafah) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka
umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-
ajaran Islam. Secara akal maupun syar’i, mendirikan negara merupakan
kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat
melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara’ menciptakan
kemaslahatan dan menolak kemudaratan dapat tercapai dalam masyarakat.

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak
dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan

keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara



pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai

sarana untuk memperoleh tujuan tersebut. Tujuan negara dalam Islam bukan

hanya untuk duniawi semata, melainkan juga untuk hal-hal yang bersifat
ukhrawi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh Yusuf Musa
merinci tujuan negara dan pemerintahan dalam Islam adalah:®

1. Memberikan penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan
keragu-raguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh umat manusia,
mengajak manusia kepada Islam, melindungi manusia dari tindakan-
tindakan agresif dan membela syariat Islam dari orang yang berusaha
melanggarnya.

2. Melakukan segala upaya dan acara untuk mewujudkan persatuan dan
kesatuan umat Islam dengan landasan saling menolong dan memenuhi
sarana kehidupan manusia, sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang
kukuh seperti bangunan.

3. Melindungi wilayah Islam dari serangan musuh dan melindungi warganya
dari segala bentuk kezhaliman.

Secara sederhana, tujuan negara Islam adalah  untuk
mempertahankan keselamatan dan itegritas negara, memelihara terlaksananya
undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap
warganya menyadari kemampuan masing-masing dan mau menyumbangkan

kemampuannya itu demi terwujudnya kesejahteraan seluruh warga negara.’

' Muhammad Yusuf Musa, Nizhdm al-Hukm i al-Islam, h. 169

*Fazlur Rahman, “Implementation of The Islamic Concept of State in The Pakistan Milleu”
dalam Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, et al., Is/am In Transition, (London: Oxford
University Press, 1982), h. 462.



Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi
seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk
merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh
negara dalam hal ini adalah:?

Pertama, tugas untuk mencipatakan perundang-undangan yang
sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka
negara memiliki kekuasaan legislatif (al-shulthah al-tasyirl” iyah). Dalam hal
ini negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan
inferensi atas nashsh-nashsh Al-Qur’an dan hadits. Jika apabila tidak ada
nashsh sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar,
sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam
realitas sejarah kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl
al-hall wa al-‘aqd. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini ini
biasanya mengambil bentuk sebagai Majelis Syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk
melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-
tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.
Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan
dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara
lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah

pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau

3 Al-Maududi, Zs/amic Law and Constitution, h. 70-71.



dewan menteri) yang dibentuk dengan sesuai kebutuhan dan tuntunan situasi
yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana
halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat
nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus
sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan
yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh
lemabaga yudikatif (al-shulthah al-gadha’iyah). Dalam sejarah Islam,
kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga
peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti
kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha’ (lembaga
peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik
perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang
menyelesaikan perkara penyelewengan penjabat negara dalam melaksanakan
tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan
melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara
yang melanggar HAM rakyat).

Islam dalam kancah politik di Indonesia mempunyai peranan yang
penting dan sejarah yang panjang. Mulai dari fase kemerdekaan sampai pada
fase reformasi. Peranan Islam dilakukan secara langsung oleh para ulama,
pada masa penjajahan peranan ulama sangat jelas terlihat dengan adanya
perlawanan kerajaan Islam yang berdiri seperti demak dan banten terhadap

para penjajah. Pada masa demokrassi liberal dan terpimpin, hubungan antara



Islam dan pemerintah bersifat antagonism dan saling mencurigai satu sama
lain. Hubungan seperti ini terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan
pendapat di antara founding father Indonesia tentang sistem dan bentuk
negara yang dicita-citakan apakah berbentuk Islam atau nasionalis.”

Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950, para pemimpin muslim
tergabung dalam masyumi, telah mengkonsentrasikan peruangan politik
mereka untuk mempromosikan Islam sebagai dasar negara. Sebaliknya,
golongan nasionalis-sekuler menolak Islam mengusulkan Pancasila untuk
digunakan sebagai dasar negara. Terjadi perdebatan yang runcing dan
panjang di dewan Kkonstituante antara kelompok nasionalis-Islam dan
nasionalis-sekuler mengenai apakah Islam atau Pancasila yang akan
digunakan sebagai dasar negara. Kedua kelompok ini mencapai kesepakatan
politik dalam bentuk piagam Jakarta.

Pada masa pemerintahan Orba, kaum militer menjalin hubungan
yang harmonis dan kerjasam yang rapi dengan umat Islam pada masa
penumpasan G30S/PKI, namun kerjasama ini tidak berlangsung lama karena
tampaknya pemerintah masih menaruh kecurigaan politik terhadap kembali
eksisnya partai Islam Masyumi.’

Pada masa awal orde baru, dimana terjadinya kemunduran politik
pemerintah menggagas untuk membentuk wadah ulama agar dapat

mengawasi dan membatasi gerak Islam. Pada tanggal, 7 rajab 1395 hijriyah,

* Bahtiar Effendi, Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), 60

5 Abdul Aziz Thaba, Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru, 1966-1994, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1993), 170



bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 di jakarta terbentuklah sebuah
Organisasi tempat berkumpulnya para ulama yang kemudian di beri nama
Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai hasil dari pertemuan atau
musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai
penjuru tanah air. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk turut
serta dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur
yang diridhai Allah, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.®
Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan yang

bersifat independen, tidak memihak kepada salah satu partai politik, mazhab,
atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Dalam khittah
pengabdiannya telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:’

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (warasatul anbiya);

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti);

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (7i'ayat wa khadim al

ummabh);
4. Sebagai gerakan islah wa al tajdid;
5. Sebagai penegak amar ma ruf nahi munkar.
Dalam anggaran dasar MUI disebutkan bahwa majelis ini

diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat,
baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Pada dasarnya, umat

Islam mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan

% Azumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta Dan Tanggapan, (Bandung:
Rosdakarya, 2000), 65

"Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis
Ulama Indonesia, 2013, hlm, 22



tentang kewajiban-kewajiban agama (faraidl), batasan-batasan (hudud), serta
menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Fatwa tidak hanya di
pahami sebagai sebuah produk hukum yang harus diketahui, tapi lebih jauh
dari itu fatwa merupakan prosedur dalam melaksanakan agama. Fatwa tidak
boleh dikeluarkan oleh sembarangan pihak, apalagi masalah yang
berhubungan dengan khalayak banyak, karena pasti akan menimbulkan
kontroversi dan masalah baru.®

Meskipun dalam wacana akademis dikenal bahwa fatwa
merupakan salah satu produk hukum Islam yang berupa opini legal formal
dari seorang atau beberpa ahli hukum Islam yang tidak mengikat secara
hukum, namun lebih bersifat normatif atau komunikatif. Tetapi sifat yang
tidak mengikat tersebut dalam realitas empirik di Indonesia seringkali
dijadikan pedoman berprilaku oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutam fatwa-
fatwa yang ditetapkan oleh MUI. Dan juga kalau kita cermati banyak materi
yang diserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan atau peraturan
pemerintah seperti narkotika, perbankan, pornografi, perwakafan, produk
halal, pemotongan hewan ternak dan lain-lain.’

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian penelitian
dan pengembangan (Litbang) Media Indonesia mengenai respon masyarakat

terhadap fatwa MUI, menunjukkan bahwa respon tersebut sangat signifikan.

¥ Abdul Samad Musa, DKk, Prinsip Dan Pengurusan Fatwa Di Negara Asean, (Negeri Sembilan:
INFAD, 2006), 79
" Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), hlm,
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Terutama fatwa yang berkenaan masalah keyakinan dan aliran kepercayaan.
Salah satu bukti konkrit bahwa fatwa MUI menjadi acuan bertindak bagi
masyarakat dan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
kasus Ahmadiyah, penyerangan masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah
dibeberapa tempat khususnya pada tahun 2002-2003 dan perlakuan
diskriminatif pemerintah terhadap aliran tersebut mengacu pada fatwa MUI
tahun 1980 yang menetapkan bahwa Ahmadiyah sebagai aliran diluar Islam,
sesat, menyesatkan serta bahaya bagi ketertiban negara.™®

Prinsip yang harus ditegakkan di dalam fatwa adalah prinsip
keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Untuk
terlaksananya prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan
kesejahteraan ekonomi, penghormatan kepada hak hidup, hak memiliki, hak
dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis, baik
ditingkat nasional dan internasional. Dalam merealisasikannya diperlukan al-
ijma’ al-siyasi (consensus atau kesepakatan) yang menuju kepada
kemaslahatan umat. Dan apa yang telah disepakati harus didahulukan
daripada perbedaan-perbedaan yang ada, sesuai dengan kaidah al-mutafaq
alaih, Mugadamun ala al-mukhtalaf fih (kesepakatan yang telah dibuat hanya
dapat diubah dengan kesepakatan-kesepakatan lain yang sama kuatnya).™*

Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum

Allah kepada manusia. Dalam menghadapi persoalan seorang mufti harus

10°Siti Musdah Maulia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia’, Jauhar Volume 4, 2 Desember 2003,
hlm, 183

" Prof. H.A. Djazuli, Figh Sivasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah’] Jakarta, 2009, hlm. 267



benar-benar mengetahui secara rinci kasus pertanyaan, mempertimbangkan
kemaslahatan peminta fatwa, dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari
fatwa tersebut. Karenanya seseorang mufti harus mengetahui apa yang
disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya
dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang
memberi fatwa itu yang kita namakan mufti, adalah orang yang dipercayakan
kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.*?

Mufti yang menghadapi atau mempunyai kemampuan untuk
membedakan dalil-dalil yang dihadapi dan dapat mengumpulkan pendapat-
pendapat ulama dalam sesuatu madzhab, hendaklah dia memilih mana yang
lebih munasabah bagi kemaslahatan masyarakat, dengan tidak mengikuti
hawa nafsu atau memenuhi kemauan penguasa. Mufti boleh mengambil
paham-paham yang memudahkan, apabila mengambil paham-paham yang
menyukarkan mendatangkan kesukaran dan kesempitan bagi masyarakat. Dan
hendaklah mufti mengamalkan sendiri juga apa yang difatwakan kepada
orang lain agar kewibawaannya tetap terpelihara dan agar masyarakat tidak
meragukan tentang kebenaran fatwanya.

Seseorang mufti layak melakukan ijtihad bila telah memenuhi
syarat-syarat berikut ini. Pertama, memahami dalil-dalil sam’iyyah yang
digunakan untuk membangun kaedah-kaedah hukum. Yang dimaksud dengan
dalil sam’iyyah adalah al-Quran, Sunnah, dan Ijma’. Seorang mujtahid harus

memahami al-Quran, Sunnah, dan Ijma’, klasifikasi dan kedudukannya. Ia

'2 T.M. hasbi Ash-hiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang, PT. Pustaka Rizky
Putra, 1997. Hlm 86
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juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menimbang,
mengkompromikan, serta mentarjih dalil-dalil tersebut jika terjadi
pertentangan. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil sam’iyyah dan
menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang
mujtahid. Kedua, memahami arah penunjukkan dari suatu lafadz (makna yang
ditunjukkan lafadz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para ahli
balaghah. Syarat kedua ini mengharuskan seseorang yang hendak berijtihad
memiliki kemampuan dalam memahami seluk beluk bahasa Arab, atau
kemampuan untuk memahami arah makna yang ditunjukkan oleh suatu
lafadz. Oleh karena itu, seorang mujtahid atau mufti harus memiliki
kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna
suatu lafadz, makna balaghahnya, dalalahnya, serta pertentangan makna yang
dikandung suatu lafadz serta makna yang lebih kuat setelah dikomparasikan
dengan riwayat tsigqah dan perkataan ahli bahasa.*®

Mufti merupakan seorang ahli figh yang memberikan fatwa, dan
wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah.'* Ifta’
(pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dengan ijtihad. Perbedaannya jika
ijtihad merupakan ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya
sudah ada atau belum ada. Sedangkan ifta’ (fatwa) menyangkut kasus yang
sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan

pengetahuan yang dimilikinya.'

13 Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, UlI Press, yogyakarta, 2002, hal 169
" Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-lughah wa al-a’laam, hlm. 529
'3 Rifyai Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal. 212
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Fatwa ini memberikan pengaruh dan isu yang panas dikalangan
masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan demonstrasi dan pembubaran
dari komunitas tersebut, lebih dari itu bahwa pengaruh fatwa ini sangat besar
terhadap pelaku politik Indonesia di mana setelah adanya fatwa MUI
kebijakan politik pemerintah seperti mengikuti isi dari fatwa, padahal kalau
diteliti kekuatan hukum fatwa tidak bisa mengikat. Ini menggambarkan
bahwa fatwa dan lembaga pembuat fatwa yang dalam hal ini MUI memiliki
pengaruh terhadap pemerintahan Indonesia seperti suatu lembaga Negara
ketika menetapkan keptusan atau kebijakan politik, yang padahal kalau
diteliti lembaga ini bukanlah suatu lembaga Negara seperti MPR, DPR, dan
dia tidak termasuk kedalam kancah trias politika seperti yang dikemukakan
oleh Montesquieu. Maka dalam hal ini penulis ingin menjelaskan tentang

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia.

. ldentifikasi Masalah
Uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas maka dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:
1.  Pengertian Majelis Ulama Indonesia
2. Peranan Majelis Ulama Indonesia dalam pemerintahan
3. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia
4.  Pandangan Figh Siyasah terhadap Majelis Ulama Indonesia
5. Pandangan Figh Siyasah terhadap kedudukan Majelis Ulama Indonesia

dalam ketatanegaraan Indonesia



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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C. Batasan Masalah

Penelitian ini diperlukan pembatasan-pembatasan permasalahan
mengingat banyaknya objek pembahasan. Pembatasan masalah ini digunakan
agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah terhadap topik
yang menjadi pembahasan. Pembatasan masalah tersebut sebagai berikut:
1. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kketatanegaraan

Indonesia

2. Pandangan Figh Siyasah terhadap kedudukan Majelis Ulama Indonesia

(MUI) dalam ketatanegaraan Indonesia

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah
diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah
pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam
bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan MUI dalam ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan MUI dalam Kketatanegaraan di Indonesia

perspektif Figh Siyasah ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian
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sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan

tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Dalam skripsi yang diangkat oleh titin hamaidah pada tahun 2009 tentang
“perkembangan MUI kota surabaya(1975-1992)” yang membahas
tentang sejarah berdirinya MUl di Surabaya (perkembangan
kepengurusan MUI Surabaya tahun 1975-1992 dan perkembangan
program pelaksanaan MUI di Surabaya)™®

2. Dalam skripsi yang diangkat oleh Surya Heni tahun 2003 tentang
“Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen (Studi Analisis Program Kerja
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur) yang membahas tentang
penerapan perencanaan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI)
provinsi jawa Timur dalam memanaj organisasi Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang di dasarkan pada perencanaan yang matang.*’

3. Dalam tesis yang diangkat oleh Arif Zunaidi pada tahun 2011tentang
“Bisnis Undian SMS Berhadiah Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen”. Yang membahas tentang adanya fenomena bisnis SMS
berhadiah yang memberi pengaruh negatif maka MUI diminta memberi

fatwa demi kebaikan bersama dan dilihat dari sudut pandang undang-

' Titin Hamidiyah, Perkembangan MUI Kota Surabaya (1975-1992), Jurusan Manajemen
Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

'" Surya Heni, Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen (Studi Analisis Program Kerja Pengurus
Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur), Jurusan Manajemen Dakwah, IAIN Sunan Ampel
Surabaya, 2003
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undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis
tersebut.'®

Karya-karya ilmiah yang telah penulis paparkan diatas berbeda

dengan penelitian yang dikaji penulis yang berjudul “Kedudukan MUI dalam

ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari prespekti Fiqih Siyasah”. Dalam

penelitian ini  penulis mengkaji tentang Kedudukan MUI dalam

ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari prespekti Figih Siyasah.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang
telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kedudukan MUI dalam ketatanegaraan di Indonesia
2. Untuk mengetahui kedudukan MUI dalam ketatanegaraan di Indonesia

perspektif Figh Siyasah

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yakni
secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini,

sebagai berikut:

'8 Arif Zunaidi, Bisnis Undian Berhadiah Dalam Perspektif Fatwa MUI dan Undang-undang
Nomor § Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Program Pasca Sarjana, [AIN Sunan
Ampel Surabaya, 2011
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1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya khusushya jurusan Siyasah Jinayah, serta
dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkenaan dengan
kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Figh Siyasah

2. Segi praktis, dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh
informasi tentang bagaimana peranan dan kedudukan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) dalam ketatanegaran Indonesia

H. Definisi Operasional
Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian

Kedudukan MUI Dalam Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Figh Siyasah ”

maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam

judul penelitian di atas.

1. Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia maksud dari itu adalah
struktur MUI dalam ketatanegaraan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia
(MUI) adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak
berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau keagamaan
Islam yang ada di Indonesia.™

2. Figh Siyasah , Figh Secara etimologi fagaha-yafgahu-fighan yang

memiliki arti “ Paham yang mendalam”. Imam Al-Tirmidzi, seperti

' Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), 63
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dikutip Amir Syarifuddin, menyebut : figh tentang sesuatu berarti
mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.?’ Dapat dipahami
bahwa figh adalah upaya sungguh dari ulama (mujtahidin) untuk
mengenali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat
Islam. Figh juga disebut hukum Islam. Siyasah berasal dari kata sasa
yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan.?* Pengertian kebahasaan membuat
kebijaksanaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur,
mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis
untuk mencakup sesuatu. Jadi secara pengertiannya Figh Siyasah adalah
ilmu yang mempelajari tentang hukum yang berkenaan dengan politik
dan pemerintahan. Maka dalam penelitian ini digunakan pembahasan
yang lebih khusus mengenai kedudukan majelis ulama Indonesia dilihat

dari siyasah dusturiyah.

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Kedudukan Majelis Ulama Indonesia(MUI)
Dalam Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Figh Siyasah ”,
merupakan penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan
(library research) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data-data hukum.

1. Jenis Penelitian

20 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Dalam Islam, h. 15; Ma’ruf, al-Munjid, h. 591
! Tbn Manzhur, Lisdn al-‘Arab, Jus 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h.108.
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Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk pada penelitian
kepustakaan. Dimana penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini
adalah Deskriptif Analisis, yaitu penjelasan yang memberikan gambaran
secara detail tentang kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
kemudian dianalisis dengan Figh Siyasah.

Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi: Data

tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan teori siyasah dusturiyah
Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian
kepustakaan, maka sumber data yang dihimpun dalam penyusunan
proposal ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul
penelitian ini, yang dikelompokkan pada beberapa bahan, meliputi: bahan
primer dan bahan sekunder.

a. sumber primer
Sumber primer merupakan bahan pokok yang berupa
AD/ART Majelis Ulama Indonesia (MUI)
b. sumber sekunder
Sumber pelengkap ini merupakan Kkitab atau buku-buku
terkait dengan Figh Siyasah yang meliputi Figh Siyasah:

Kontektualisasi doktrin politik islam
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4. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam proposal ini dipergunakan untuk
teknik dokumentasi dan wawancara. Pendekatan tersebut melakukan
pengkajian terhadap kedudukan MUI dalam ketatanegaran Indonesia
dalam prespektif Figih Siyasah yang berhubungan dengan tema penelitian.
5. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
deskriptif, ~ yakni  penelitian yang  berusaha = mengambarkan,
menginterprestasikan dan mendeskripsikan atau menjelaskan objek,
peristiwa maupun kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian
sesuai apa adanya.”> Menurut Whitney penelitian deskriptif adalah
pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk
memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual,
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki.?®
Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan
untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang Kedudukan MUI
Dalam Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Figh Siyasah.
6. Teknik pengolahan Data
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan

pengolahan data dengan menggunakanmetode sebagai berikut:

= Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 157
% Mohammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)., him. 14.
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a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara
cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang
perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang
berkaitan dengan Narkotika berdasarkan Hukum Pidana
Islam dan UU RI No 35 Tahun 2009

b. Organizing, menyusun dan mensistematika data-data
tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan
untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. Analizing, yaitu melakukan analisis deskriptif Hukum
islam terhadap kasus perantara jual beli narkotika
golongan | dalam bentuk tanaman yaitu ganja dan UU

RI No 35 Tahun 2009

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan
agar dapat dipahami secara sistematika dan terarah, penulis menggunakan
sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahgan yang
dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut :

Bab Pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang
berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya.

Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa



21

penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab | ini pada dasarnya
memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang hokum tatanegara dan
figh siyasah yang meliputi : Siyasah dusturiyah dan lembaga ifta’.

Bab ketiga merupakan penjabaran tentang Majelis Ulama
Indonesia, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia, penetapan fatwa
Majelis Ulama Indonesia, kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam
ketatanegaraan Indonesia dan latar belakang terbentuknya Majelis Ulama
Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis figh siyasah terhadap kedudukan
Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia yang meliputi
pandangan hokum Kketatanegaraan Indonesia dan figh siyasah terhadap
kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia.

Bab lima penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian

dan saran yang diberikan penulis.



